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KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

JI. Pattimura No.20, Selong Keb. Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telepon (021) 7203165 Surel dijenbm@pu.go.id

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;

2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga;

3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat

Jenderal Bina Marga,;

4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga.
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
NOMOR: 14 /SE/Db /2026
TENTANG
PEDOMAN PENGUMPULAN DATA BEBAN SUMBU KENDARAAN DAN
INSTALASI, KALIBRASI, VALIDASI, DAN OPERASIONAL SISTEM WEIGH IN
MOTION PERKERASAN JALAN
A. UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan perencanaan, evaluasi,
dan pengelolaan infrastruktur jalan yang berbasis data, diperlukan data
beban sumbu kendaraan yang representatif dan berkelanjutan serta sistem
Weigh-In-Motion (WIM) yang terpasang, terkalibrasi, tervalidasi, dan
dioperasikan sesuai ketentuan teknis.

Pengumpulan data beban sumbu kendaraan secara dinamis menggunakan
sistem WIM merupakan salah satu metode untuk memperoleh informasi
karakteristik beban lalu lintas kendaraan barang secara efektif dan
berkesinambungan. Data yang diperoleh melalui sistem WIM digunakan
sebagai dasar dalam desain perkerasan, evaluasi kinerja infrastruktur jalan,
pengembangan standar teknis desain perkerasan, analisis karakteristik
pembebanan kendaraan, serta pengembangan basis data nasional
pembebanan kendaraan.

Pedoman mengenai Survei Pengukuran Berat Sumbu Kendaraan dengan
Metode Dinamis (Pd 07-2016-B) telah diberlakukan melalui Surat Edaran
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/SE/M/2016
tentang Pemberlakuan 10 (Sepuluh) Pedoman Bidang Jalan dan Jembatan.
Namun, seiring perkembangan teknologi, kebutuhan data, dan pengalaman
implementasi sistem WIM, pedoman tersebut perlu dilengkapi dengan
panduan instalasi, kalibrasi, validasi, serta operasional sistem WIM pada
perkerasan jalan sebagai dua pedoman yang saling terkait.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur
Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Pengumpulan Data Beban Sumbu
Kendaraan dan Instalasi, Kalibrasi, Validasi, dan Operasional Sistem Weigh-
In-Motion Perkerasan Jalan. Pedoman ini mengatur seluruh siklus
penyelenggaraan sistem WIM mulai dari perencanaan, instalasi, kalibrasi,
validasi, pengoperasian, pemeliharaan, pemantauan kinerja, hingga
penghentian operasional sistem.
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B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

4. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian
Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 366);

5. Keputusan Presiden Nomor 28 /TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di
Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10
Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan
Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian
Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
252);

9. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 03/M/Db/2024
tentang Manual Desain Perkerasan Jalan

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja di Direktorat
Jenderal Bina Marga dalam pengumpulan data beban sumbu kendaraan
secara dinamis serta pelaksanaan instalasi, kalibrasi, validasi, dan
operasional sistem Weigh-In-Motion (WIM) pada perkerasan jalan sehingga
berlangsung seragam, akurat, dan berkesinambungan.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman dalam
perencanaan, pemasangan, pengujian, pengoperasian, pemeliharaan,
pengelolaan, dan pemanfaatan data sistem WIM guna mendukung
perencanaan, evaluasi, dan pengelolaan infrastruktur jalan berbasis data
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serta menjamin akurasi, konsistensi, interoperabilitas, keamanan, dan
keberlanjutan data WIM.

. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat:

1. ketentuan dan prosedur penyelenggaraan pengumpulan data beban
sumbu kendaraan secara dinamis menggunakan sistem WIM pada
jaringan jalan;

2. ketentuan data hasil pengukuran beban sumbu kendaraan yang
digunakan untuk mendukung kegiatan perencanaan, evaluasi, dan
pengelolaan infrastruktur jalan serta analisis karakteristik lalu lintas
kendaraan barang dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan penegakan
hukum terhadap pelanggaran muatan kendaraan; dan
ketentuan dan prosedur pengelolaan, penyimpanan, validasi,
pemanfaatan, dan pengamanan data hasil sistem WIM.

Ketentuan dan prosedur sebagaimana dimaksud disusunkan ke dalam dua

pedoman, yang terdiri atas:

a. Pengumpulan Data Beban Sumbu Kendaraan; dan

b. Instalasi, Kalibrasi, Validasi, dan Operasional Sistem WIM Perkerasan
Jalan.

. KETENTUAN PENGATURAN

Pedoman yang diberlakukan melalui Surat Edaran ini mengatur mengenai:
1. Pedoman Pengumpulan Data Beban Sumbu Kendaraan, meliputi:
ketentuan umum;

konsep dan prinsip operasi sistem WIM;

organisasi dan kelembagaan;

persyaratan lokasi dan pos WIM;

aspek keselamatan dan lingkungan;

pengelolaan data;

ketentuan teknis sistem WIM; dan

tahapan dan prosedur penyelenggaraan pengumpulan data beban

SRS Q0o

sumbu kendaraan.

2. Pedoman Instalasi, Kalibrasi, Validasi, dan Operasional Sistem Weigh-In-
Motion Perkerasan Jalan, meliputi:

ketentuan umum;

personel dan koordinasi kelembagaan;

komponen sistem WIM;

instalasi sistem,;

kalibrasi sistem;

validasi kelas akurasi sistem;

uji coba operasional sistem,;

. operasional sistem;

pemeliharaan dan evaluasi; dan

pelaporan.

o

Ketentuan lebih rinci beserta prosedur penyelenggaraan pengumpulan
data beban sumbu kendaraan serta instalasi, kalibrasi, validasi,
operasional, pemeliharaan, dan evaluasi sistem WIM dilaksanakan sesuai
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Lampiran [ dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

TANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLAAN

Setiap unit kerja yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem WIM
bertanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing sebagaimana diatur
dalam Lampiran.

Penyelenggaraan sistem WIM disarankan untuk menerapkan pengendalian
mutu melalui verifikasi, validasi, kalibrasi, pemantauan kinerja, serta
evaluasi secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I. Data
hasil sistem WIM wajib dikelola secara terdokumentasi, aman, dapat
ditelusuri, terdigitalisasi, dan tersedia untuk mendukung pengambilan
keputusan berbasis data.

. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas

perhatiannya disampaikan terima kasih.

Tembusan:

Menteri Pekerjaan Umum;

1
2. Wakil Menteri Pekerjaan Umum;

3.

4. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum.

Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juli 2026
DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,

ROY RIZALI ANWAR
NIP 19810430 200312 1 006
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